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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER
S3YEAR 2010 CONCERNING THE DISCIPLINE OF CIVIL SERVANTS
TO IMPROVE PERFORMANCE OF WORK INTHE COMMUNITY
EMPOWERMENT AND VILLAGE GOVERNMENT AGENCY OF
DISTRICT BERAU

Edy Guna Bhakti

Universitas Terbuka

To achievea reliable, professionals, and moral civil servants, the regulatory
discipline of civil servants is absolutely necessary that can be used as guidelinesin
enforcing discipline. So as to ensure the maintenance of order and smooth
execution of tasks and can encourage the civil servants to be more productive
based on career and performance of work system.

The government regulation of the civil service discipline shall
includeobligations, prohibitions, and penalties of discipline that may be imposed
to civil servants who have been found guilty of a violation. Imposition of
disciplinary sanctions are intended to foster civil servants who have committed
the offense, in order to have the attitudein question regrets and try not to repeat
and improve themselves in the future.

In this government regulation explicitly mentioned types of disciplinary
punishment that may be imposed against a breach of discipline. It is intended as a
guide for the authorities to punish and provide certainty in imposing the
disciplinary sanctions.

Likewise, the limits of authority for the authorities to punish specified in
this Regulation. Sentencing a kind of disciplinary punishment mild, moderate, or
severe according to these verity of the offenses committed by civil servants
concerned, taking into account the background and impact of the violations
committed.

We will continue to socialize the government regulation no.53 Year 2010

to all employees including employee supervisor who have must continue to
provide guidance to subordinates to carry out direct supervision.

Keywords: Employee Discipline, Job Performance.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN
2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
MENINGKATKAN PRESTASI KERJA DI BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG KABUPATEN
BERAU

EDY GUNA BHAKTI
Universitas Terbuka

Untuk mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral, mutlak
diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam
menegakkan disiplin. Sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan
kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif
berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

Peraturan pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat
kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS
yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin
dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang
bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan
memperbaiki diri pada masa yang akan datang,.

Dalam peraturan pemerintah ini, secara tegas disebutkan jenis hukuman
disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin. Hal ini
dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang menghukum serta
memberikan kepastian dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Demikian juga dengan batasan kewenangan bagi pejabat yang berwenang
menghukum telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini. Penjatuhan
hukuman berupa jenis hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat sesuai dengan
berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan, dengan
mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan.

Kita akan terus mensosialisasikan PP no.53 Tahun 2010 kepada seluruh

pegawai termasuk atasan pegawai yang harus terus melakukan pembinaan kepada
bawahan dengan melakukan pengawasan secara langsung.

Kata Kunci: Disiplin Pegawai, Prestasi Kerja.
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BAB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Berau.

Berada di bagian Timur Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Berau
secara geografis terletak di antara 116°1° - 118°57° Bujur Timur dan 1°2°33”
Lintang Utara. Perbatasan wilayahnya adalah di sebelah timur berbatasan dengan
Selat Makassar, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara,
Kutai Barat dan Malinau, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
bulungan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur.

Kabupaten Berau banyak menyimpan potensi yang dapat dijadikan sebagai
peluang usaha. Salah satu diantaranya yang cukup menonjol adalah Sektor
Pariwisata yang meliputi Wisata Alam,

Wisata Bahari, Wisata Sejarah, Adat dan Budaya serta Wisata Kuliner.
Khusus untuk bidang kepariwisataan Kabupaten Berau mempunyai obyek wisata
yang mempunyai potensi dan daya tarik yang masih belum dikelola secara
optimal tetapi mempunyai prospek pasar berskala nasional dan internasional. Oleh
karena itulah, sector ini giat dikembangkan dan diinformasikan untuk tujuan
wisata dalam rangka menarik minat investor dan kunjungan wisatawan.

Pada saat bersamaan masuk pula ajaran agama Islam ke Berau yang
dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di sekitar Sukan.
Sultan pertama di Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang bergelar
Alimuddin (1800-1852). Raja Alam terkenal pimpinan yang gigih menentang

penjajah belanda. Raja Alam pernah ditawan dan diasingkan ke Makassar (dahulu
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Ujung Pandang). Untuk mengenang jiwa Patriot Raja Alam namanya diabadikan
menjadi Batalyon 613 Raja Alam yang berkedudukan di Kota Tarakan.

Sedangkan Kesultanan Gunung Tabur sebagai Sultan pertamanya adalah
Sultan Muhammad Zainal Abidin (1800-1833), keturunannya meneruskan
pemerintahan hingga kepada Sultan Achmad Maulana Chalifatullah Djalaluddin
(wafat 15 April 1951) dan Sultan terakhir adalah Aji Raden Muhammad Ayub
(1951-1960). Kemudian wilayah kesultanan tersebut menjadi bagian dari
Kabupaten Berau.

Sultan Muhammad Amminuddin menjadi Kepala Daerah Istimewa Berau.
Beliau memerintah sampai dengan adanya peraturan peralihan dari Daerah
Istimewa menjadi Kabupaten Dati II Berau, yaitu Undang-undang Darurat tahun
1953 Tanggal terbitnya Undang-undang tersebut dijadikan sebagai Hari jadi
Kabupaten Berau. Dengan diterbitkannya Undang-undang No. 27 tahun 1959,
Daerah Istimewa Berau berubah menjadi kabupaten Dati II Berau dan Tanjung
Redeb sebagai Ibukotanya, dengan Sultan Aji Raden Muhammad Ayub (1960—
1964) menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Berau yang pertama.

Penetapan Kota Tanjung Redeb sebagai pusat pemerintahan Dati I
Kabupaten Berau adalah untuk mengenang pemerintahan Kerajaan (Kesultanan)
di Berau. Di mana pada tahun 1810 Sultan Alimuddin (Raja Alam) memindahkan
pusat pemerintahannya ke Kampung Gayam yang sekarang dikenal dengan nama
Kampung Bugis. Perpindahan ke Kampung Bugis pada tanggal 25 September
tahun 1810 itu menjadi cikal bakal berdirinya kota Tanjung Redeb, yaitu
kemudian dibadikan sebagai Hari jadi Kota Tanjung Redeb sebagaimana

diterapkan dalam Perda No. 3 tanggal 2 April 1992.
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Kondisi Wilayah Kabupaten Berau

Kabupaten Berau terletak antara 5-55 m di atas permukaan laut, dengan
daratan yang bergunung dan hutan yang masih cukup luas, disamping pantai
landai berpanorama indah serta pulau besar dan kecil baik yang berpenghuni
maupun yang tidak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 34.127 km?, dengan luas
wilayah darat sekitar 21.240 km? dan wilayah perairan/laut sekitar 12.887 km?.
Wilayahnya terbagi atas 13 Kecamatan dan 107 Kampung dan Kelurahan, yaitu
Kecamatan Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay,
Sambaliung, Derawan, Maratua, Tabalar, Biatan-Lempake, Talisayan, Batu Putih
dan Biduk-biduk. 8 Kecamatan terakhir merupakan Kecamatan yang memiliki
wilayah pesisir dan laut. Khusus Kecamatan Maratua adalah Kecamatan yang
terletak di laut, sedangkan Kecamatan Batu Putih dan Biatan-Lempake adalah

Kecamatan yang baru dibentuk pada tahun 2005.

B. Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau
1. Visi dan Misi
Visi:

Dalam rangka mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang
diinginkan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Berau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan
motivasi.

Meningkatkan persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan
pelayanan prima mendorong Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung Kabupaten Berau untuk mempersiapkan diri agar eksis dan unggul,

dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.
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Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan
berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan, kemana Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau akan
diarahkan dan yang akan di capai sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten
Berau, yaitu :

“ Menjadikan Kabupaten Berau sebagai daerah pengembangan agro
Industri dan tujuan wisata yang masyarakatnya maju, mandiri, mandiri,
damai, sejahtera lahir dan bathin bertanggung jawab dan bertawakkal serta
berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Maka Visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Berau, adalah :

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat dan Sejahtera”
Misi:

Untuk mewujudkan visi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau sebagaimana yang telah ditetapkan
tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menentukan beberapa misi yang
harus dilaksanakan oleh BPMPK, sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan tertib administrasi kepegawaian,
keuangan dan perencanaan yang sinerjik.
b. Membangun potensi serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam

pembangunan kampung sebagai wahana dan kekuatan pembangunan bangsa.
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c. Meningkatkan peranan lembaga masyarakat dalam mewujudkan kualitas
ketahanan negara.

d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya, penataan
pemungkiman dan kawasan terpadu.

e. Pengembangan dan pendayagunaan Ilmu pengetahuan serta pemanfaatan
teknologi tepat guna.

2. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan
meletakkan kerangka prioritas memfokuskan semua kearah program dan kegiatan
dalam melaksanakan misi, tujuan yang dicanangkan untuk jangka 5 ( lima ) tahun.

Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih

baik sebelumnya, lebih bahagia, yang mewujudkan atau di hasilkan dengan kata

lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan ( Das salen ) dan kenyataan (

Das Seen ) pada kurun waktu tertentu.

Kateristik tujuan dapat diartikan sebagaimana berikut :

1. Idealistik artinya suatu pemahaman dan kelayakan yang kuat akan suatu
keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi yang lebih baik dan berhasil.

2. Jangkauan kedepan dicapai dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun atau lebih
sebagaimana telah di tetapkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau didalam RENSTRA.

3. Abstrak , bahwa tujuan belum tergambar secara kualitatif, tetapi dapat
mewujudkan suatu kondisi yang ingin di capai.

4. Konsistensi, yaitu harus komit sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

organisasi.
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5. Profesionalistik, yaitu meningkatkan kemampuan dan ahlak aparat
penyelenggara pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang mudah,
cepat, tepat dengan biaya terjangkau.

6. Wawasan kedepan, yaitu membangun Kabupaten Berau berdasarkan visi
dan Misi serta strategi yang jelas, dengan mengikut sertakan warga dan stake
holder dalam proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan
bertanggung jawab terhadap kemajuan agar lebih mandiri.

Bertumpu pada beberapa Critical Succes Factor diatas, maka upaya
mewujudkan misi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Berau dalam Tahun 2011 — 2015 yang akan datang diarahkan pada
pencapaian tujuan masing — masing sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan Aparatur Pemerintah Kampung dalam
penyelenggaraan pemerintah kampung.

2. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat kampung /
kelurahan.

3. Meningkatkan kualitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sejahtera.

5. Meningkatkan peran / keterlibatan perempuan dalam pemberdayaan dan
kesejahteraan rakyat.

3. Strategi

Masyarakat yang selama ini telah terbiasa dan berbentuk menjadi objek
pembangunan harus di arahkan kepada paradigma baru untuk menjadi subjek
pembangunan, sehingga dapat berperan sentral dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42803 paf

Strategi pemberdayaan harus tertumpu dari, oleh dan untuk masyarakat
dengan :
1. Pemenuhan kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat.
2. Pengembangan inspirasi dan partisipasi masyarakat.
3. Pengorganisasian dan pelembagaan kelompok — kelompok masyarakat.
4. Peningkatan usaha ekonomi masyarakat yang produktif.
5. Pemberdayaan perempuan melalui gerakan PKK.
6. Penerapan teknologi tepat guna bagi masyarakat untuk memanfaatkan bahan
baku lokal.
4. Kebijakan
Kebijakan merupakan ketentuan atau kesepakatan yang telah di tetapkan
oleh para pengambil keputusan untuk di jadikan panduan atau petunjuk oleh para
penganggung jawab kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran program.
Dalam pemberdayaan masyarakat kebijakan di bagi menjadi 2 ( dua )
yaitu:
a. Kebijakan Umum
Kebijakan umum lebih di arahkan untuk mewujudkan pengurangan
dominasi Pemerintah pusat dan penyerahan wewenang pembangunan kepada
Pemerintah Daerah. Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian direvisi
menjadi undang — undang 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah merupakan salah
satu instrumen untuk melakukan desentralisasi wewenang pusat ke daerah.
Pemerintah daerah di harapkan bersungguh — sungguh memberdayakan

masyarakat melalui pembangunan partisipatif yang menempatkan masyarakat
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sebagai subjek utama, tidak saja pada tataran kebijakan akan tetapi disertai juga
dengan tatarn praktis yang melalui pembinaan — pembinaan oleh instansi teknis.
Kebijakan umum dalam pemberdayaan masyarakat di arahkan kepada :
1) Pemberian peluang atau akses yang sebesar — besarnya kepada masyarakat,
terutama asset produksi / modal.
2) Penguatan posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi produktif dengan
pihak luar.
3) Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat seperti pendidikan dan
kesehatan.
4) Penguatan sentra — sentra industri kecil yang berbasis wira usaha baru.
5) Pemerataan kesejahteraan social bagi masyarakat miskin.
b. Kebijakan Operasional
Kebijakan operasional lebih diarahkan untuk mendorong masyarakat agar
terlibat langsung dalam penyelenggaraan urusan publik dengan membuka ruang
untuk mengambil keputusan melalui perubahan kondisi, ikut serta dalam
menciptakan inspirasi dan inisiatif — inisiatif lainnya. Hal ini memang sulit
terealisasi tanpa adanya pengorganisasian masyarakat yang kuat, independen dan
swasembada.
Kebijakan operasional dalam pemberdayaan masyarakat di tetapkan :
1) Menggali potensi intelektual dan kemampuan masyarakat dalam mengambil
suatu keputusan pada setiap tahap proses pembangunan.
2) Memanfaatkan aspek — aspek social, budaya, ekonomi dan lingkungan fisik

masyarakat.
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3) Melaksanakan program atau kegiatan yang sudah di sepakati dengan
masyarakat, sehingga kebijakan ini sebagai entry point untuk menggali
kemampuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sendiri sebagai bentuk
tanggung jawab bermasyarakat, yang pada akhirnya mengarah terwujudnya
kemandirian masyarakat.

Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung merupakan
unsur-unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh
Kepala Badan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung.

Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kampung.

2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan kampung.

4) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan.

5) Pelaksanaa UPTB.

6) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

7) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan

fungsinya.
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Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten
Berau merupakan salah satu Instansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Berau
dalam melaksanakan Pemerintahan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya memiliki Visi,
Misi, program dan strategi dalam rangka mencapai sasaran tugas dan kewenangan
yang di embannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau berpedoman kepada
peraturan yang berlaku antara lain :

1) Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004.

2) Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004.

3) Undang — undang Nomor 47 Tahun 1999.

4) Peraturan — peraturan Nomor 47 Tahun 1999.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

8) Keputusan Bupati Berau Nomor 28 Tahun 2003.

Disamping peraturan — peraturan tersebut diatas, Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau juga senantiasa
memperhatikan Undang — undang dan Peraturan Pemerintah sepanjang peraturan
tersebut tidak bertentangan dengan Undang — undang Nomor 32 dan 33 tahun

2004.
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Perencanaan Strategik ( Renstra ) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau ini disusun dengan maksud dan tujuan
sebagai berikut :

Menjabarkan lebih lanjut visi dan misi serta kebijakan lainnya dengan
merumuskan program kegiatan dan pembangunan sebagai langkah dan strategi.
Untuk mencapai visi, misi serta tujuan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau :

1) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan di Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau dalam jangka
waktu lima tahun dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 yang akan
menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan oleh Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau.

2) Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan di Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, tersusunnya berbagai kebijakan dan
program Kabupaten Berau Badan Pemebrdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan
rencana pembangunan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung dalam kurun waktu satu tahun sampai lima tahun.

3) Penyusunan rencana strategik ini juga dimaksudkan untuk pedoman dalam
pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau.

Dalam penyusunan Renstra SKPD terdapat beberapa peraturan yang telah

dijadikan dasar atau rujukan, yakni antara lain
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1) Undang — undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 4256 ).

2) Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Undang — undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan tanggung jawab Keuangan
Negara.

3) Undang — undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Keuangan
Negara.

4) Undang — undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan
Pembangunan Nasional.

5) Undang — undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 125, tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4437 ).

6) Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438 ).

7) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Daerah.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan
Penyelenggara Pemerintah Daerah, tambahan Lembar Negara Republik

Indonesia Nomor 4124.
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10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan
Daerah.
11) Surat Edaran Mendagri Nomor 050 tahun 2005.

12) Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

C. Analisis dan Pembahasan.
1. Ekonomi.

Sesuai dengan kondisi sumber daya dan geografis Pulau Kalimantan,
tema pengembangan koridor Ekonomi Kalimantan dalam MP3EI adalah sebagai
pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional.
Hal ini tercermin dalam daftar rencana investasi fast-track MP3EI yang
didominasi oleh kegiatan ekonomi utama energi ( migas dan batu bara ) dan
Mineral ( buksit dan besi baja ). Adapun kegiatan-kegiatan ekonomi utama
didalam koridor Ekonomi Kalimantan akan berpusat pada empat pusat ekonomi
yakni kota Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, yang
terkoneksi melalui Jalur Penghubung Koridor.

Data dari badan pusat statistik (BPS) menunjukkan bahwa penopang
utama perekonomian kalimantan adalah sektor migas dan pertambangan yang
berkontribusi sekitar 50 persen dari PDRB Kalimantan.

Namun demikian, terdapat beberapa kendala terkait dengan
pengembangan perekonomian yang di hadapi oleh koridor kalimantan antara
lain :

a. Adanya tren menurun pada total nilai produksi sektor migas dari tahun ke

tahun, sehingga perlu pengembangan secara intensif sektor-sektor lainnya
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guna mengimbangi penurunan kinerja sektor migas, sehingga perekonomian
kalimantan dapat terjamin kelanjutannya.

b. Terdapat disparitas pembangunan antar wilayah di dalam koridor, baik
antara wilayah penghasil migas dengan non-penghasil migas, maupun antara
kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

c. Terdapat kesenjangan antara infrasturktur pelayanan dasar yang tersedia
dengan yang di butuhkan. Infrastruktur dasar yang dimaksud mencakup
infrastruktur fisik seperti jalan, kelistrikan, air bersih, dan lain-lain dan non-
fisik (social) seperti pendidikan dan layanan kesehatan.

d. Realisasi investasi pembangunan di koridor ekonomi kalimantan yang sejauh
int masih tergolong rendah.

Krisis Ekonomi. Krisis ekonomi tahun 1997 telah menimbulkan
pengaruh yang besar terhadap berbagai upaya pembangunan yang dilakukan.
Pembangunan jadi terhambat dan sasaran pembangunan daerah tidak tercapai.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebelum krisis ekonomi,
ternyata semua dengan struktur ekonomi yang kurang sehat. Perekonomian
daerah selama ini belum didorong oleh peningkatan produktivitas melalui
pemanfaatan teknologi dan modal intensif. Krisis ekonomi telah menyebabkan
pertumbuhan ekonomi daerah rata-rata 19,3% per tahun, mengalami kontraksi
menjadi 0.65% pada saat krisis. Walaupun tidak separah daerah industri lainnya,
krisis tersebut mengakibatkan bangkrutnya beberapa perusahaan dan terjadinya
pengangguran. Jumlah pengangguran 2769 orang pada tahun 1996 meningkat

5458 orang pada tahun 1998.
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Ekonomi Daerah. Kondisi ekonomi nasional yang membaik secara
langsung dampak pada perekonomian Kabupaten Berau. Kebijakan
desentralisasi Pemerintah Pusat melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pertimbangan Keuangan
Pusat dan daerah ikut memacu pergerakan ekonomi daerah menuju kondisi
perekonomian daerah yang semakin membaik. Produk Regional Domestik Broto
(PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat
keberhasilan pembangunan. PDRB kabupaten Berau selama periode 2003-2004
memperlihatkan kenaikan, dari nilai PDRB sebesar Rp. 3.062.875,22 juta pada
tahun 2003 menjadi Rp. 3.385.579,63 juta pada tahun 2004.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Indeks Pembangunan Manusia yang di perkenalkan oleh United Nation
Development Program (UNDP) sejak tahun 1990 adalah untuk mengukur
keberhasilan atau kinerja suatu negara dalam bidang pembangunan manusia.
IPM dapat di gunakan sebagai kinerja suatu negara, provinsi, atau
kabupaten/kota dalam bidang yang sama selama kurun waktu tertentu dengan
menggunakan beberapa indikator antara lain pendidikan, kesehatan, ketenaga
kerjaan, kependudukan, melek huruf dan lain-lain.

Pembangunan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan di Berau,
dimana prioritas ini menjadi penting mengingat beberapa hal, antara lain: (1)
Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin langka, disamping Competitive
advantage tidak lagi di tentukan pada keberadaan SDA; (2) belum optimalnya
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki karena tidak didukung oleh

keterampilan yang memadai; (3) perkembangan dan perubahan lingkungan

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42238 pdf

global yang cepat dengan kompleksitas yang tinggi, Sehingga menurut
produktifitas yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi dan
informasi; (4) adanya paradigma desentralisasi dan otonomi daerah yang
memberikan peluang berupa bargaining position dalam peningkatan kualitas
SDM.

Pendidikan. Program penuntasan wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP)
yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan penguasaan teknologi
pada tingkat dasar dengan sasaran tertuntaskannya pendidikan murid yang
belum tamat SMP/MTS, agar dapat melanjutkan sekolah melalui kegiatan-
kegiatan terprogram, program wajib belajar SD dan SMP, penyediaan buku
pelajaran pokok SD dan SMP, pemberian beasiswa, peningkatan mutu SMP dan
pengembangan program keterampilan. Program peningkatan mutu TK/SDLB,
SD dan SMP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan SD dan SMP,
agar dapat melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Program penunjang SD dan SMP yang bertujuan melengkapi kebutuhan
penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan
pendataan SIM SD/MI, pembinaan seni budaya daerah, pembinaan PLS dan
pembinaan olah raga.

3. Kondisi Yang Diinginkan dan proyeksi kedepan.

Pada dasarnya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
kampung memiliki program kegiatan baik secara makro maupun mikro
berkaitan erat dengan masyarakat, sumber daya alam dan sumber daya manusia
merupakan modal dasar dalam rangka meningkatkan, mewujudkan cita-cita

menuju masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik.
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Sesuai dengan tugas dan fungsinya telah banyak Program atau kegiatan
yang telah diimplementasikan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kantor
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada tahun 2006 — 2010 telah banyak kegiatan yang telah di capai,
namun seiring dengan waktu dan krisis yang berkepanjangan serta terbatasnya
anggaran yang disediakan Pemerintah, maka masih banyak Anggaran -
anggaran yang belum dapat di akomodir. Untuk itu pada tahun 2011 — 2015
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terus berupaya
untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam Renstra, khususnya kepada
RASK ( Rencana Anggaran Satuan Kerja ).

Diharapkan kedepan apa yang telah di tuangkan kedalam Renstra sebagai
bentuk gambaran dari Program Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung mendapat dukungan dari Pemerintah daerah Kabupaten
Berau, sehingga dapat memaksimalkan kegiatan yang telah di rencanakan dan
mencapal sasaran yang diinginkan.

a. Kondisi saat ini.

Memperhatikan eksistensi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung yang teraplikasi dibeberapa program dan kegiatan
merupakan perwyjutan atau cermin untuk mengukur dan mengetahui keberadaan
kondisi saat ini pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung, kenapa demikian karna itu merupakan tindak lanjut dengan sebuah
momentum yang dicetuskan kedalam sebuah visi dan misi.

Akan tetapi program dan kegiatan yang telah mendapat persetujuan

khususnya kedalam Anggaran tidak mencerminkan situasi yang utuh di Badan
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Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mengingat masih
banyak program dan kegiatan yang belum bisa di laksanakan dengan alasan
klasik kerena keterbatasan dana Anggaran Pemerintah Daerah, Kendati
demikian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kampung tetap
konsisten melaksanakan tugas dengan melakukan strategi, memproritaskan
terhadap sebuah kegiatan atau memiliki bobot yang berdampak besar dan baik
terhadap masyarakat.

Program — program atau kegiatan — kegiatan yang telah berhasil di
laksanakan sejak tahun anggaran 2006 — 2010 sebanyak 7 ( tujuh ) Program dan
26 ( dua puluh enam ) kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung saat ini. Dari 7 ( tujuh ) Program dan 26 ( dua puluh
enam ) kegiatan telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan
pembangunan pada Pemerintahan Kabupaten Berau.

Kegiatan — kegiatan yang telah di laksanakan pada tahun 2006 — 2010
adalah sebagai berikut :

1. Mengikutt Kegiatan ke PMD an

2. Penilaian Lomba Kampung

3. Bantuan Penyisihan PBB/PRD

4. Peningkatan Kemampuan Aparatu; Kampung & Anggota BPK

5. Peningkatan Peranan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Aparatur Kampung
6. Pembentukan, Pemekaran dan Penyatuan Kampung

7. Inventarisasi dan Pembinaan Tanah Kas Kampung

8. Pembinaan Lembaga Adat
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9. Melaksanakan Pembinaan GSI di 3 Kecamatan dalam rangka menurunkan
angka kematian ibu, ( Kematian Gunung Tabur, Derawan dan Talisayan )

10. Bantuan Organisasi Wanita Dalam Rangka Peningkatan Pemberdayaan
Perempuan

11. Mengikuti Orientasi Program Pemberdayaan Perempuan

12. Penyelenggaraan Bulan Bakti LKMD di Tanjung Redeb

13. Mengikuti Rakerda DPD Asosiasi LPM se Kaltim di Balikpapan

14. Mengikuti Pengkajian Manajemen LPM di luar kaltim di Bandung

15. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS)

16. Bantuan Dana Pembangunan Kampung/Kelurahan

17. Bantuan Perbaikan Perumahan Pada Keluarga Miskin

18. Monitoring dan Evaluasi Penyalur BBMT

19. Monitoring dan Evaluasi PSAB di 4 kecamatan

20. Operasional PPK

21. Pembinaan posyantekdes dan gelar TTG Nasional

22. Pelaksanaan KKN UNMUL Samarinda dan KKN STIEM Tanjung Redeb
dan KKN STIT Muhammadiyah Tanjung Redeb.

Dan kegiatan yang ada tersebut telah di laksanakan dengan baik dan
mencapai target atau sasaran sebagaimana tergambar dalam laporan
Akuntabilitas kinerja pembangunan ( LAKIP ) pada tiap tahun dan ini
menunjukkan betapa besar peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Kampung.
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Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan kampung tetap
optimis bahwa kegiatan — kegiatan yang dilaksanakan, dapat terus di tingkatkan
dan di laksanakan serta diaplikasikan pada periode tahun anggaran 2011 —2015.
b. Kondisi yang diinginkan kedepan

Program — program dan kegiatan — kegiatan yang ada di Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang sudah berjalan
pada periode 2006 — 2010, akan tetapi terus berkelanjutan pada periode tahun
2011 — 2015 terhadap kesinambungan, program dan kegiatan yang belum
dilaksanakan dapat segera terlaksana dan dapat persetujuan anggaran terhadap
program dan kegiatan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung dapat berjalan sehingga apa yang di cita — citakan dapat
tercapai.

Sebagai mana di sampaikan diatas bahwa masih banyak program dan
kegiatan yang belum mendapat dana anggaran, padahal kegiatan tersebut sangat
berpengaruh langsung pada masyarakat seperti Pasar Desa dan Usaha Ekonomi
dan Simpan Pinjam, Bila mana kegiatan ini mendapat Dana Anggaran
Pemerintah, Maka Prospek kedepan bukan tidak mungkin dapat memberikan
perekonomian di tingkat Desa, dari hasil survey dan monitoring dapat di
sampaikan bahwa pasar desa merupakan kebutuhan yang cukup mendesak dan
segera di laksanakan, mengingat banyaknya desa atau perkampungan yang
membutuhkan, seiring dengan pertumbuhan penduduk. Semua ini untuk
mengantisipasi agar tidak terjadi pasar liar seperti yang terjadi di daerah

Bujangga. Jika hal semacam ini terus berkelanjutan akan berampak tidak baik
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terhadap perkembangan penataan kota, untuk itu di harapkan kedepan program
dan kegiatan yang semacam ini mendapat respon yang positif.
4. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Adapun kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di
kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Berau yang telah dilaksanakan antara lain terlihat pada tabel di

bawah ini:
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Tabel 4.1. DAFTAR KEWAJIBAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KANTOR BPMPK BERAU MENURUT PP NO 53 TAHUN 2010

NO. KEWAJIBAN DISIPLIN dilail;:::kan Bfililll;nksl:::skian:nal
1 Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil v
2 Mengucapkan sumpah/janji jabatan v
3 Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD-RI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia v
4 Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan v
5 Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, v
kesadaran dan tanggungjawab
6 Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat Pegawai Negeri Sipil. v
7 Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan v
8 Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan v
9 Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara v
10 | Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau v
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil
11 | Masuk kerja dan mentaati jam kerja v
12 | Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan v
13 | Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya v
14 | Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat v
15 Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas v
16 | Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier v
17 | Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. v

Sumber : Kantor BPMPK Berau
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a. Komunikasi, yang difokuskan antara lain pada Mekanisme Sosialisasi
dan sarana dan Prasarana Informasi.

Komunikasi merupakan sarana untuk menyebarluaskan informasi, baik
dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. komunikasi yang efektif
merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan,
Dalam suatu Implementasi sangat dibutuhkan komunikasi dalam hal ini
Sosialisasi dan penyampaian informasi yang baik guna menunjang Implementasi
tersebut. Sosialisasi Peraturan Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri juga
telah dilaksanakan guna mendukung keberhasilan Peraturan Pemerintah itu.

Walaupun menurut beberapa keterangan Sosialisasi mengenai peraturan
itu hanya bersifat internal saja di lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Berau dengan mengumpulkan
seluruh staff Pegawai dan langsung disosialisasikan oleh staff yang telah
mendapat Sosialisasi dari tingkat Kabupaten sebagai perwakilan Instansinya.,
selain itu juga ada media lain yang membantu berupa papan pengumuman yang
sengaja dipasang untuk membantu sosialisasi tersebut.

Hal ini diutarakan oleh Kepala Badan BPMPK Berau Bapak Muhammad
Dakri, sebagai berikut :

"Mengenai sosialisasi sudah kami sampaikan sebanyak 3 (tiga)

kali kepada seluruh staff, sekretaris, dan kepala bidang secara

menyeluruh. Sosialisasi tersebut sifatnya hanya internal saja di

lingkungan kantor kami. Penyampaian sosialisasi melalui rapat-

rapat internal maupun dengan melalui media papan pengumuman

yang tersedia. Disamping itu telah ada beberapa staff kami yang

telah mengikuti sosialisasi langsung dari pihak Badan

Kepegawaian Daerah di tingkat Kabupaten, dan mereka juga

membantu menyebar luaskan informasi mengenai peraturan

tersebut di lingkungan kantor kami. Pemahaman secara persuasif

juga kami lakukan kepada setiap pegawai”. ( Hasil wawancara 04
April 2013).
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Hal ini juga terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak H. Johan
Arifin selaku Sekretaris Badan BPMPK Berau, sebagai berikut :

"Sosialisasi Secara umum kepada semua pegawai telah kita

lakukan baik melalui penyampaian langsung maupun melalui

media papan pengumuman yang tersedia. Selain itu ada juga

beberapa staff yang kita kirim untuk mengikuti sosialisasi

langsung di tingkat kabupaten yang langsung disampaikan oleh

pihak Badan Kepegawaian Daerah ." ( Hasil wawancara 04 April
2013).

Hal ini juga ditambahkan oleh Nugriani Suharyanti selaku staff pada
bagian Umum di Kantor BPMPK Berau, seperti berikut:

"Kami sudah menerima Sosialisasi dan penyampaian informasi

mengenai Peraturan pemerintah terbaru mengenai Disiplin

Pegawai Negeri Sipil, baik dari pengumuman yang tempel di

papan pengumuman dan sosialisasi yang diadakan melalui rapat

yang khusus membahas peraturan tersebut”. ( Hasil wawancara
04 April 2013).

Hal ini menandakan Sosialisasi telah dilaksanakan, walaupun metode
yang digunakan masih sederhana, dengan melakukan rapat maupun secara
personal. Karena ruang lingkup kerja instansi lebih kecil sehingga untuk proses
Komunikasi dan penyampaian informasi tidak mendatangkan staff khusus dari
pemerintah tingkat dua (2), hanya disampaikan oleh beberapa perwakilan staff
yang sudah mendapatkan sosialisasi langsung di tingkat 2 (dua) dalam hal ini
Badan Kepegawaian Daerah.

Pada dasarnya Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan di lingkungan Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau.
Terutama Masuk Kerja dan mentaati jam kerja, hal ini diutarakan oleh Kepala

Badan BPMPK Berau Bapak Muhammad Dakri, sebagai berikut :
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"Sudah kami terapkan., terutama masalah Jam Kerja, baik Jam
masuk kerja dan jam pulang kerja. Kami telah tetapkan jam masuk

keja pukul 08.00 dan Jam pulang kerja pukul 16.00 sore,
mengingat kebiasaan sebelumnya adalah jam masuk kerja sekitar

pukul 09.00 pagi dan pulang pukul 16.00 sore ", ( Hasil wawancara

19 April 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Padlan selaku Kasubag

Umum & Kepegawaian di Kantor BPMPK Berau, sebagai berikut :

"Kami secara serius telah menerapkannya di lingkungan Kantor
BPMPK Berau ini terutama masalah jam kerja pegawai yang

sebelumnya baru jam 9 pagi namun mulai sekarang sudah mulai
berlaku jam 08.00 pagi". (Hasil wawancara tanggal 22 April 2013).

Hal ini juga ditambahkan oleh Amos Kiding selaku staff pada bagian
Subbid Pengembangan dan Pemasaran Hasil Usaha, seperti berikut:

"Setelah diberikan sosialisasi kami telah mengikuti dan

menjalankan Peraturan inmi khususnya Jam Kerja yaitu masuk pukul

08.00 dan pulang kerja pukul 16.00 yang sebelumnya terkadang

pukul 09.00 kami baru masuk kerja". ( Hasil wawancara 22 April
2013).

Hal ini menandakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah tersebut telah
diterapkan di lingkungan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
pemerintahan Kampung kabupaten Berau. Selain itu juga telah diberlakukan agar
setiap pegawai yang berada di lingkungan kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan pemerintahan Kampung kabupaten Berau agar bekerja sesuai
dengan Tugas Pokok dan fungsinya masing-masing karena selama ini Pegawai
bekerja tidak mengacu pada Tupoksi atau Tugas Pokok dan Fungsi dalam
menjalankan pekerjaan sehingga terkadang justru tugas yang tidak semestinya
menjadi tugas pokok dikerjakan terlebih dahulu daripada tugas pokoknya yang
lebih penting. Hal ini sekaligus membimbing bawahan dalam melaksanakan

tugasnya. Seperti terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku
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Kasubag Penyusunan Program di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
pemerintahan Kampung kabupaten Berau, seperti sebagai berikut:

"Selama ini Pegawai kami bekerja hanya berdasarkan pekerjaan
yang ada tanpa bisa membedakan mana tugas yang pokok yang
harus didahulukan, sehingga kadang-kadang muncul permasalahan
di  belakang hari, misalnya tidak ada laporan dan
pertanggungjawaban yang jelas. Nah oleh sebab itu sekarang
berlakukan agar kembali bekerja dan menyelesaikan semua tugas
berdasarkan pada Tupoksi atau tugas pokok dan fungsinya masing-
masing, sehingga semua pekerjaan dapat selesai sesuai rencana
serta dapat lebih efektif”. (Hasil wawancara tanggal. 19 April
2013).

Hal ini, diutarakan juga oleh Kepala badan BPMPK Berau Muhammad
Dakri, sebagai berikut:

"Peraturan tersebut telah kami mulai terapkan selain Jam kerja

pegawai juga telah diberlakukan agar semua pegawai bekerja

sesuai dengan Tupoksi masing-masing sehingga kinerja pegawai

akan semakin meningkat". (Hasil wawancara tanggal 19 April
2013).

Hal ini juga ditambahkan oleh Ibu Hj. Ratna Mariani selaku Kepala
Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat di Kantor BPMPK Berau,
seperti berikut :

"Melalui Tupoksi yang telah diterapkan kembali, maka pekerjaan

kami menjadi lebih mudah, terencana serta lebih efektif. Kami
sangat terbantu sekali.” ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Dari Petikan wawancara di atas terlihat bahwa Implementasi Peraturan
pemerintah mengenai Disiplin yang termasuk didalamnya mencapai sasaran
kerja pegawal yang ditetapkan akan dapat terlaksana apabila bekerja

berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi.
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b. Sumber Daya

Dalam hal sumber daya yang meliputi jumlah staff/pelaksana,
Kemampuan Staff Pelaksana, maupun Ketersediaan Sarana Fisik (gedung,
ruangan kerja, dan lain-lain) dan Fasilitas kerja ( Komputer dan sarana lainnya)
juga terungkap dari data-data yang diberikan.

Jumlah staff yang berstatus Pegawai Negeri Sipil seluruhnya berjumlah
Empat Puluh Empat (43) orang Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2

Jumlah pegawai berdasarkan status kerja :

Status Kerja JUMLAH Persentase

PNS 43 orang 100%

Sumber : Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan
Kampung.

Dan data di atas terlihat bahwa total keseluruhan Pegawai berjumlah 43
orang, sehingga 100 % staff yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak ada
yang berstatus Pegawai Honorer. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil hanya berlaku Pegawai yang sudah
berstatus Pegawai Negen Sipil dan secara otomatis Peraturan ini tidak berlaku
bagi Pegawai yang masih berstatus Honorer. Pihak Kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan kampung Kabupaten Berau sendiri telah
mengupayakan dan mengajukan Pegawai dalam rangka memberikan kesempatan
kepada bawahan untuk mengembangkan karier, seperti keterangan Kepala

Badan BPMPK Berau Bapak Muhammad Dakri, berikut ini :

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



"Kami

sudah mengajukan dan mengusulkan penambahan
pegawai negeri sipil mengingat saat ini kami kekurangan pegawai
sekaligus pengembangan karier mereka". (Hasil wawancara

tanggal 19 April 2013)
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Sedangkan keadaan kemampuan staff pelaksana yang telah memiliki

keahlian maupun telah mengikuti berbagai diklat dan pelatihan total berjumlah

Dua Puluh Enam (26) orang dengan klasifikasi yang terperinci seperti

dibawah ini.

Tabel 4.3
Jumlah Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Kampung kabupaten Berau yang mengikuti Diklat dan

Pelatihan
No. Jenis Diklat dan Kursus Jumlah

1 Bendaharawan 2 orang
2 Tata naskah 2 orang
3 Pengendalian Umum 4 orang
4 Computer 12 orang
5 Bimbingan Teknis 6 orang

Jumlah 26 orang

Sumber : Kantor BPMPK Berau.

Dari data pada Tabel di atas terlihat bahwa Pegawai pada kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau telah

memiliki Pegawai yang handal

di bidangnya, hal ini terlihat dari beberapa

pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan Diklat untuk menambah pengetahuan

serta keahliannya. Mengenai keadaan jumlah Pegawai Negeri Sipil, dilihat dan

segi pendidikan dapat terlihat pada tabel di bawah ini :
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Tabel 4.4.
Jumlah Pegawai Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau menurut

tingkat Pendidikan
No. Tingkat pendidikan Jumlah
1 | SLTP 1 orang
2 | SMU 15 orang
3 | D3/SARJANA MUDA 1 orang
4 | SARJANA (SI) 24 orang
5 | MAGISTER (S2) 2 orang
JUMLAH 43 orang

Sumber : Kantor BPMPK Berau.

Dari komposisi Pegawai menurut tingkat pendidikan yang terlihat pada
tabel di atas sepertinya akan mudah memahami dan mengaplikasikan Peraturan
Pemerintah mengenai Disiplin Pegawai Negeri sipil, karena sedikit banyaknya
mereka dapat lebih mudah memahami isi dari peraturan tersebut.

Sedangkan mengenai Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau
antara lain adanya kantor tempat melakukan aktifitas pekerjaan, walaupun kantor
tersebut adalah kantor yang disewa saat ini di karenakan renovasi kantor yang
lama dan cukup tua usianya dan sekarang sedang dalam pembangunan kantor
baru. Sarana dan Prasarana lain yang tersedia adalah Peralatan yang menunjang
pekerjaan pegawai diantaranya Komputer dan laptop, serta Motor Dinas yang
dimiliki oleh masing-masing pegawai khususnya Pegawai Negen Sipil, dimana
semua peralatan tersebut adalah barang-barang Inventaris yang diberikan oleh

Pemerintah Tingkat Kabupaten Berau sebagai Fasilitas kerja guna meningkatkan
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kinerja Pegawai Negeri Sipil. Hal ini juga dipaparkan oleh Bapak H. Johan Arifin
Sekretaris Badan , sebagai berikut :
"Sarana dan Prasarana cukup menunjang, baik gedung (Gedung
Sewa), Fasilitas kerja terutama Komputer dan fasilitas lainnya juga
sangat menunjang contohnya saja pemberian Motor Dinas. Kecuali
keaadaan kantor kami, yang memang adalah bangunan Ruko,.

Namun saat ini sedang dibangun kantor baru dilokasi yang lama..
".( Hasil wawancara 19 April 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kasubag
Penyusunan Program di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau , sebagai berikut :

"Sebenarnya bila dibandingkan secara umum dengan daerah lain,

Berau ini khususnya kantor kami ini sangat memadai, Setiap

Pegawai masing-masing diberi Fasilitas kerja yang memadai yaitu

laptop, Kami berharap mudahan-mudahan bangunan kantor baru

segera selesai dibangun. dan diresmikan tahun depan mengingat

kantor kami saat ini tidak layak". ( Hasil wawancara 15 April
2013).

Hai ini juga ditambahkan oleh Sudirman selaku kasubag Penyusunan
program di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Berau , seperti berikut:

"Sangat Menunjang, terutama Perlengkapan kerja. Semua Pegawai

diberi Perlengkapan kerja yang memadai, contonya saya telah

diberi Laptop untuk membantu semua pekerjaan saya, selain itu

saya juga memiliki motor Dinas guna alat transportasi ke tempat
kerja." ( Hasil wawancara tanggal 15 april 2012).

Hal ini menandakan bahwa Sarana dan Prasarana di kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau cukup
baik dengan ditandai dengan tiap pegawainya ditunjang dengan Sarana dan
Prasarana yang sangat memadai khususnya Peralatan Elektronik dan alat

transportasi yang memadai.
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Disposisi.

Disposisi pada penelitian ini mengacu pada Sikap dan tanggapan dari
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung Kabupaten Berau khususnya dalam Implementasi
Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan
kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten
Berau sebagai pelaksana peraturan tersebut. Dari beberapa hasil wawancara dapat
diketahui bahwa disposisi atau sikap yang ditunjukkan oleh Pegawai Negeri Sipil
di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Kabupaten Berau ada yang dapat menerima dan menjalankannya dengan baik dan
adapula sebaliknya yang juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi
penghambatnya. Antara lain dikemukakan oleh Bapak H.Johan Arifin selaku
sekteraris di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung, sebagai berikut :

"Pada Pelaksanaannya sebagian besar Pegawai melaksanakan

peraturan tersebut sepenuh hati, namun ada juga pegawai yang

belum maksimal mematuhinya, hal ini ditandai masih ada beberapa

pegawai yang masih telat datang ke kantor dengan alasan jarak

rumah menuju kantor yang jauh yaitu di Teluk Bayur dan Gunung
Tabur". ( Hasil wawancara tanggal 19 April 2013).

Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari ibu Hj. Ratna Mariani
selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, sebagai
berikut :

"Memang Peraturan terbaru ini agak sedikit lebih berat daripada
peraturan sebelumnya yang juga mengatur tentang Disiplin. Saya
pribadi merasa agak sedikit keberatan dalam menjalankannya,
terutama harus tepat waktu datang ke Kantor mengingat jarak
domisili tempat tinggal saya di Gunung Tabur, terutama pada saat
hujan. Saya berharap dapat memperoleh Rumah Dinas agar
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membantu jarak tempuh dapat lebih cepat”. (Hasil wawancara
tanggal 19 april 2013).

Hal Serupa juga di sampaikan Oleh Nugriani Suharyanti selaku staff pada
bagian Keuangan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung, seperti berikut:

"Kalau Saya sebenarnya tidak ada masalah untuk menjalankan

Peraturan tersebut. Terutama yang berkenaan dengan jam kerja, hal

ini didukung oleh tempat tinggal saya yang dekat dengan kantor.

Namun masih dirasa berat melaksanaknnya bagi pegawai yang

berdomisili di luar Tanjung Redeb. ". (Hasil wawancara tanggal 19
april 2013).

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
dasarnya sikap atau Disposisi dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung mendukung
berjalannya Implementasi Peraturan Pemerintah tersebut, namun masih dirasakan
hambatan dalam melaksanakan dan mematuhinya terutama pada pegawai yang
berdomisili di luar kecamatan Tanjung Redeb, sehingga masih sulit diterapkan
agar dapat tepat waktu tiba di Kantor, sehingga Pegawai tersebut mengharapkan
dapat tersedia Rumah Dinas maupun anggaran tempat tinggal apabila harus
pindah domisili di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
kampung.

Struktur Birokrasi.

Struktur Birokrasi yaitu, badan-badan Pelaksana yang berwenang
mengawasi keputusan Sub Unit yang diambil. Dalam pengambilan keputusan di
Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung terutama
yang berkaitan dengan pemberian Sanksi Disiplin sesuai peraturan pemerintah

Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila melanggar
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peraturan maka akan diberlakukan SOP (standard operational procedure) yang
berlaku seperti yang dijelaskan secara terperinci oleh Bapak H. Muhammad
Dakrie Selaku Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung.
"Terlebih dahulu ada peringatan secara verbal kepada pegawai
yang melanggar peraturan sebelum diberi Surat peringatan I, II
dan III. Pada dasarnya teguran dan peringatan Internal di
lingkungan kami terlebih dahulu. Namun apabila belum Nampak
perubahannya maka akan kami limpahkan kepada Badan
Kepegawaian Daerah karena Instansi tersebut yang memiliki
wewenang terutama masalah kepegawaian”. Artinya kami
laporkan ke Badan Kepegawaian Daerah dengan tembusan

Pemerintah Kabupaten Berau." ( Hasil wawancara 19 April
2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Padlan selaku Kasubag
Bagian Umum di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung, sebagai berikut :

"Biasanya jalurnya adalah Peringatan lisan maupun tertulis dari

pimpinan kami dalam hal ini Kabag, Kemudian apabila pegawai

tersebut tetap melakukan pelanggaran yang sama maka akan

dilimpahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Tingkat
Kabupaten." ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Pelaporan dan pertanggungjawaban ini dilakukan setelah melalui Sanksi
di internal lingkup Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung, yaitu peneguran secara verbal, surat peringatan I, surat peringatan II,
dan surat peringatan III yang apabila tetap dilanggar maka Kabag selaku pimpinan
akan berkoordinasi dan melimpahkan kepada Badan kepegawaian Daerah sebagai
Instansi yang berwenang untuk proses selanjutnya dengan tembusan pemerintah

tingkat Kabupaten.
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5. Faktor Pendukung yang mempengaruhi Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

a. Komunikasi yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Sarana & Prasarana
Sosialisasi.

Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung
Keberhasilan suatu Implementasi Peraturan ataupun kebijakan, hal ini dapat
dilihat dari mekanisme sosialisasi maupun sarana komunikasi yang digunakan
untuk menyampaikan informasi. Mengenai hal ini berikut keterangan dari
responden, Bapak Johan Arifin selaku sekretaris Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan kampung :

"Karena ruang lingkupnya kecil, otomatis peserta sosialisasinya

hanya berkisar staff Kantor badan pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan kampung saja, maka sangat mudah sekali

dikomunikasikan dan disosialisasikan, mengingat jumlah pegawai

yang tidak begitu banyak. Sedangkan Sarana dan Prasarana yang

mendukung adalah Papan Pengumuman yang telah kami
sediakan". ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Hal ini juga terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Sudirman
selaku Kasubdin perencanaan di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung, sebagai berikut :

"Sosialisasi secara umum dapat diterima baik oleh seluruh

pegawai karena jumlahnya juga tidak begitu banyak. Sehingga

semua informasi langsung sampai. kepada semua pegawai.

Sarana dan Prasarana Informasi yang mendukung sejauh ini

hanya sebatas Papan Pengumuman saja". ( Hasil wawancara 19
April 2013).

Dari Keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa
penyelenggaraan sosialisasi dalam upaya menyebar luaskan informasi mengenai

Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di
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Lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan
kampung berjalan cukup baik karena tidak banyaknya peserta sosialisasi
sehingga informasi yang diterima lebih efektif, sedangkan sarana dan prasarana
yang mendukung penyampaian informasi ini adalah tersedianya papan
pengumuman di kantor badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
kampung.

b. Sumber Daya yang terdiri dari : Sumber Daya Manusia dan

Ketersediaan Fisik.

Dari Sudut Sumber Daya khususnya Sumber Daya manusia yang
mendukung adalah tersedianya Sumber daya Manusia yang memiliki pendidikan
yang cukup baik dan banyaknya yang sudah mengikuti pelatihan dan Diklat
seperti yang telah disajikan pada Tabel 3 dan tabel 4 di atas. Dart Data tersebut
terlihat pada Sumber Daya Manusia sangat memadai dan dapat menjadi faktor
yang menjadi pendukung berjalannya implementasi Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2010 karena ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
Dengan Banyaknya Pegawai yang memiliki Pendidikan serta pelatihan yang
cukup Tinggi, maka hal itu akan menjadi bekal guna lebih mudah memahami isi
dari Peraturan Pemerintah yang sedang berlaku.

Mengenai Sarana dan Prasarana yaitu Ketersediaan Fisik berupa Fasilitas
Kerja dan Bangunan gedung yang menunjang dan mendukung adalah adanya
Fasilitas Kerja terutama Fasilitas Elektronik yang dimiliki yaitu ditandai dengan
diberikannya fasilitas laptop untuk setiap pegawai yang sudah berstatus Pegawai

Negeri. Seperti terungkap pada hasil wawancara dengan Bapak Johan Arifin.
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selaku sekretaris badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung,
seperti berikut ini :
"Fasilitas Sarana dan Prasarana terutama Fasilitas Kerja Elektronik
sangat mendukung kinerja kami sehari-hari. Diantaranya Fasilitas
Elektronik seperti Komputer dan Laptop yang diberikan untuk

setiap Pegawai kami, khususnya bagi pegawai yang berstatus
Pegawai Negeri Sipil". ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kassubbid
penyusunan bagian penyusunan program, sebagai berikut :

"Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya Fasilitas di lingkungan

kerja kami sangat memadai, khususnya fasilitas elektronik. Disini

setiap pegawainya khususnya pegawai negeri sipil diberi laptop

masing-masing guna kelancaran kerjanya." ( Hasil wawancara 19
April 2013).

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
fasilitas sarana & prasarana yang menunjang dan mendukung kelancaran
berjalannya Implementasi peraturan Pemerintah ini adalah tersedianya sarana
dan Prasarana kerja khususnya Elektronik dalam hal ini adanya pemberian
Laptop dari Pemerintah tingkat Kabupaten untuk setiap pegawai Negeri
termasuk pegawai Negeri di lingkungan kerja Kantor badan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan kampung.

a. Disposisi, sikap Pegawai dalam menjalankan Peraturan.

Faktor Disposisi yang menunjang dan mendukung jalannya Implementasi
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil khususnya di kantor badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
kampung pada dasarnya sangat menunjang mengingat pelaksananya adalah
pegawai negeri sipil yang bekerjanya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya

sebagai aparat Negara. Dimana semua pegawai diharuskan untuk mematuhi dan
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menjalankannya tanpa terkecuali. Walaupun terkadang ada yang bertentangan
dengan mereka namun bagaimanapun tetap harus dipatuhi dan dilaksanakan.
Seperti diungkapkan oleh Bapak Johan Arifin sebagai berikut :

"Kami ini adalah aparatur pemerintah dan pelayan publik, yang

suka tidak suka, mau tidak mau Kami harus menjalankan dan

menerapkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pegawai

yang biasanya menerima dan menjalankan adalah mereka yang

berdomisili di sekitar Kecamatan Tanjung redeb, begitupun
sebaliknya ".(Hasil wawancara tanggal 19 April 2013 ).

Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan Oleh Nugriani
Suharyanti selaku staff pada bagian Keuangan di Kantor badan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan kampung, seperti berikut:

"Saya Pribadi tidak masalah apabila harus datang lebih awal,

karena rumah saya tidak jauh dari kantor ini. Tidak ada masalah

dalam menjalankannya. Saya menerima apabila memang seperti itu

peraturannya, hal tersebut dilaksanakan demi peningkatan

pelayanan publik di Kantor ini". (Hasil wawancara tanggal 19 april
2013).

Hal ini menandakan bahwa faktor Disposisi atau sikap Pegawai yang
menjadi pendukung dalam Implementasi peraturan Pemerintah itu bersumber dari
pegawai yang berdomisili di lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan
masayarakat dan pemerintahan kampung. Pegawai tidak merasa keberatan dalam
menjalankannya terutama pada jam kerja.

b. Struktur Birokrasi.

Mengenai Faktor Struktur Birokrasi yang menunjang dan mendukung
jalannya Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai Neger
Sipil di Kantor Badan Pemberdayaan Masayakarat dan Pemerintahan Kampung,
adalah adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Berau diantaranya

Pelatihan yang sudah diberikan ke beberapa Pegawai kantor Badan Pemberdayaan
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Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sehingga dapat diteruskan dengan
memberikan Pelatihan serupa kepada rekan - rekannya. Sementara untuk
Koordinasi dan prosedur pelaporan apabila terjadi masalah kedisiplinan yang
tidak dapat ditanggani oleh Pihak Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan kampung maka akan diteruskan kepada Badan Kepegawaian
Daerah tingkat Kabupaten, Seperti terungkap pada hasil wawancara dengan Bapak
Johan Arifin selaku sekretaris, seperti berikut ini :

"Pemerintah Kabupaten Berau sangat mendukung kami, dalam
menjalankan Implementasi Peraturan pemerintah ini, khususnya
adanya koordinasi dan komunikasi yang selalu kami lakukan
kepada dengan pihak Pemerintah tingkat Kabupaten, termasuk
Pelatihan dan sosialisasi yang sudah diberikan kepada beberapa
Pegawai Kami mengenai isi dari Peraturan Pemerintah yang
mengatur Kedisiplinan Pegawai. Apabila ada masalah mengenai
Kedisiplinan Pegawai yang tidak bisa diatasi oleh internal kami
maka Jalur Pelaporan sudah jelas kami laporkan ke Badan
Kepegawaian Daerah dengan tembusan Pemerintah Kabupaten". (
Hasil Wawancara 19 April 2012).

Sementara itu juga diungkapkan oleh Bapak M. Padlan Kasubag
Kepegawaian di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung , sebagai berikut :

“Pelaporannya Jelas kami langsung Ke Badan Kepegawaian

Daerah tingkat Kabupaten. Mengenai dukungan dari pihak

Kabupaten juga sangat baik, ini ditandai dengan dilatihnya

beberapa pegawai kami untuk mengikuti pelatihan dan sosialisasi

langsung mengenai peraturan pemerintah yang baru ini terkait
dengan Disiplin Pegawat Negeri". ( Hasil wawancara 19 April

2013).

Dari Hasil wawancara di atas terlihat bahwa faktor Struktur birokrasi
sangat mendukung terutama peran dari Pemerintah Kabupaten yang membawahi

pemerintah Badan sebagai area kerjanya. Hal ini ditandai dengan diberikannya

Pelatihan terlebih dahulu kepada beberapa pegawai sebagai perwakilan dan
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Instansinya mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur Disiplin Pegawai
Negeri yang akhirnya meneruskan informasi dan pengetahuan yang didapat
kepada rekan-rekan kerjanya. Disamping itu jalur Pelaporan dan
pertanggungjawaban juga jelas yaitu langsung ke Badan Kepegawaian

Daerah dengan tembusan Pemerintah Kabupaten.

6. Faktor Penghambat yang mempengaruhi Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

a. Komunikasi yang berkaitan dengan Sosialisasi dan Sarana &
Prasarana Sosialisasi.

Dalam faktor Komunikasi yang menghambat jalannya Implementasi
Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil pada Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung tidak
ditemukan kendala yang berarti mengingat jumlah pegawai yang tidak begitu
banyak sehingga memudahkan proses sosialisasi yang dilaksanakan. Hal ini
diutarakan oleh Bapak Johan Arifin selaku sekretaris badan, sebagai berikut :

"Tidak ada halangan berarti yang kami temukan dalam proses

penyampaian informasi dan sosialisasi mengingat hanya intern

kami saja , jadi tidak banyak pegawai. selain itu sosialisasi itu

selalu kami laksanakan berulang-ulang dengan kami

kumpulkan melalui rapat maupun secara langsung tiap

pegawai. Dalam bulan April tahun ini saja kami laksanakan

sudah tiga (3) kali". ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Demikian juga dikatakan oleh Bapak M. Padlan selaku Kasubag
Kepegawaian di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Kampung, sebagai berikut :

"Penyampaian Informasi dan sosialisasi berjalan lancar saja dan

tidak ada hambatan yang kami temui. Ruang lingkupnya hanya
sebatas internal kami saja, jadi sangat mudah. Disamping jumlah
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pegawai yang sedikit ada juga beberapa pegawai kami yang sudah
mengikuti pelatihan dan sosialisasinya ditingkat kabupaten, jadi
kami sangat terbantu sekali". ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Dan Keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ditemukan
hambatan pada faktor Komunikasi dalam Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 tahun 2010, karena komunikasi dan Sosialisasi sangat cepat diterima
oleh para staff mengingat pegawai yang tidak begitu banyak.

b. Sumber Daya antara lain Sumber daya Manusia dan Ketersediaan
Fisik

Pada Faktor Sumber Daya dalam Hal ini Sumber daya Manusia dan
Ketersediaan fisik yang menjadi Penghambatnya adalah Jumlah Staff/Pelaksana
yang jumlahnya masih kurang, hal ini ditandai dengan masih adanya pegawai
yang sudah berstatus PNS.

Disamping itu masih ada Pegawai yang berdomisili di luar kota Tanjung
Redeb yaitu Berau, sehingga terkadang terkendala cuaca dan jarak untuk bisa
sampai tepat waktu di kantor yang pada akhirnya mempengaruhi Jam kerja.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Johan Arifin selaku sekretaris
badan, sebagai berikut :

"Mengenai staff pegawai di lingkungan Kantor Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan kampung dan segi

jumlahnya kami masih kekurangan. Masih adanya situasi dan

kondisi dimana perlunya tenaga dan operasional yang
berpengalaman” ( Hasil wawancara 19 April 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Padlan selaku Kasubag
Kepegawaian di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Kampung, seperti sebagai berikut :
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"Sebenarnya kami masih kekurangan Pegawai, Jumlah Pegawai
Kami ada 43 Orang”. kendala lain adalah masih ada pegawai yang
bertempat tinggal di luar Tanjung Redeb yaitu Gunung Tabur,
Selain karena faktor jarak juga terkendala masalah cuaca terutama
pada waktu hujan, akhirnya mereka telat datang ke kantor, hal ini
juga menjadi kendala untuk menerapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 53 khususnya masalah jam kerja". ( Hasil wawancara 19
April 2013).

Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri hanya dapat
diterapkan kepada pegawai yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil. Hal lain
juga terungkap dari kondisi pegawai masih banyak berdomisili di luar kecamatan
Tanjung Redeb, hal ini juga menjadi masalah dalam menerapkan Peraturan
Pemerintah tersebut terutama masalah jam kerja, yang terkendala jarak serta
cuaca. Hal ini juga dapat berimbas pada kinerja pegawai.

Mengenai Ketersediaan sarana Fisik juga masih dirasakan masih kurang
yaitu ruangan kantor yang kecil dan belum tersedianya ruangan tunggu bagi
masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan publik. Hal ini diungkapkan oleh
Bapak Johan Arifin selaku sekretaris badan Seperti sebagai berikut :

"Keadaan kantor kami seperti ini yaitu adalah bangunan tua,

terutama tidak tersedianya ruang tunggu yang memadai."( hasil
wawancara 19 April 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sudirman selaku Kasubag
Penyusunan Program di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung, sebagai berikut :

"Kalau Gedung terutama ruang tunggu kita masih kurang,

mudahan-mudahan bangunan kantor baru segera selesai dibangun
dan diresmikan tahun depan". ( hasil wawancara 19 April 2013).
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Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Mukhlis salah seorang warga RT.03
Kelurahan Murjani Kecamatan Tanjung Redeb, berikut ini :

"Fasilitas ruang tunggu yang tidak ada, sehingga saya hanya

menunggu diteras kantor apabila hendak mengurus sesuatu”. (Hasil

wawancara tanggal 15 April 2013).

Dar hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Namun
sarana dan prasarana untuk pelayanan publik dirasakan masih sangat kurang, hal
ini ditandai dengan masih kurangnya fasilitas gedung dan ruang tunggu bagi
masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan di kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, walaupun hal ini sifatnya hanya
sementara saja, mengingat gedung baru yang lebih representatif sedang dalam
proses pembangunan.

c. Disposisi, sikap Pegawai dalam menjalankan Peraturan.

Pada faktor Disposisi yang berkenaan dengan sikap Pegawai Negeri Sipil
di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung juga
ditemukan sikap keberatan dalam menjalankan Implementasi dan berharap ada
solusi yang dapat membantu meringankannnya agar Implementasi tersebut dapat
maksimal dilaksanakan. Beberapa staff mengutarakan pendapat serta harapannya
agar dapat disediakan Rumah Dinas maupun anggaran guna tempat tinggal di
kecamatan Tanjung Redeb, mengingat selama ini mereka adalah memang
berasal dari kota di luar Tanjung Redeb. Akhirnya terkadang mereka tidak
mematuhi peraturan tersebut yang mengharuskan tiba tepat waktu di kantor,
disebabkan oleh keadaan serta kondisi yang ada, terutama jarak dan cuaca. Hal
ini diungkapkan oleh Bapak Amos Kiding selaku staff kasi pemberdayaan

masyarakat yang bertempat tinggal di Tanjung Redeb seperti berikut :
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“Saya pribadi masih merasa agak keberatan dengan peraturan ini,

saya berharap dapat lebih fleksibel terutama bagi saya yang

berasal dari Tanah toraja, kendala yang saya rasakan pada saat

hujan di jalan, saya tidak dapat datang tepat waktu". ( Hasil

wawancara pad tanggal 29 april 2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Ardanis selaku Kepala Seksi
Pada bagian Pemberdayaan & Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga di
Kantor ini yang berdomisili di Gunung Tabur, sebagai berikut .

"Saya juga sebenarnya masih agak berat dan kesulitan dalam

melaksanakan peraturan tersebut, saya juga salah satu pegawai

yang tidak bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Redeb, saya

tinggal di Gunung Tabur. Terkadang karena cuaca saya telat

datang ke kantor. Walaupun sebagai Pegawai Negeri Sipil saya
dituntut untuk selalu taat pada semua peraturan pemerintah yang
berlaku, mengingat saya adalah aparat. Saya berharap dapat
disediakan Rumah Dinas disini". ( Hasil wawancara pada tanggal

19 april 2013).

Dari Fakta di atas terlihat bahwa sebenarnya sebab Pegawai yang
bersikap tidak begitu taat pada peraturan yang telah disosialisasikan adalah
karena kendala dan hambatan yang dialaminya.

d. Struktur Birokrasi.

Pada faktor Struktur Birokrasi juga tidak ditemukan kendala dan
Hambatan yang berarti dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung dikarenakan adanya
Koordinasi dan Komunikasi yang baik antara pihak kantor badan pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan kampung dengan Pemerintah daerah Kabupaten
dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah.

Hal ini sesuai dengan keterangan dari Bapak Johan Arifin selaku sekretaris

badan, sebagai berikut :
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"Tidak ada hambatan mengenai struktur Birokrasi karena kita
bekerja di bawah jalur dan sistem yang telah ditetapkan. Jadi
prosedur dan mekanismennya sudah ada ketentuan dan ada jalur
pelaporan dan pertanggungjawabannya yaitu langsung melalui
proses Internal kami kemudian jika dirasakan diperlukan maka
akan langsung dilimpahkan Ke Pemerintah Tingkat Kabupaten
dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah”. ( Hasil Wawancara 19
April 2013).

Keterangan itu diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak M.
Fadlan Kasubag Kepegawaian di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Kampung, sebagai berikut ;

"Kami bekerja berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pegawai, jadi

sudah jelas kemana arahnya. Secara Struktur Birokrasi

pertanggungjawaban kami langsung ke Badan Kepegawaian

daerah dengan Tembusan Pemerintah tingkat Kabupaten, Selama

ini lancar-lancar saja tidak ada hambatannya.”. ( Hasil wawancara
19 April 2013).

Dart keterangan yang didapat dart hasil wawancara tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ditemukan Hambatan yang terjadi pada Faktor Struktur
Birokrasi terutama pada jalur pelaporan dan pertanggungjawaban dalam
menjalankan Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.

e. Faktor Lain

Faktor Lain dalam hal ini dart Eksternal juga dapat menjadi faktor
pendukung dan penghambat dalam sebuah kebijakan atau peraturan yang dibuat.
Faktor Eksternal yang dimaksud disini adalah yang bersumber dan masyarakat
setempat, untuk mengetahui aspirasi, masukan, maupun kritik maka di Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung sendiri telah
disediakan kotak Pengaduan Masyarakat. Namun sejauh ini hanya terfokus pada

pelayanan Publik yang langsung dirasakan oleh Masyarakat , terutama pada
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peningkatan Pelayanan Publik, belum ada kotak saran yang khusus diperuntukkan
guna pengaduan masyarakat terhadap kedisiplinan pegawai di lingkungan Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung.

Hal ini terungkap dari wawancara dengan Bapak Johan Arifin selaku
sekertaris Badan, sebagai berikut :

"Kalau Kotak saran pengaduan masyarakat sejauh ini baru sebatas

pengaduan mengenai Pelayanan Publik, yang isinya biasanya

adalah permintaan peningkatan pelayanan maupun keluhan-

keluhan seputar pelayanan yang diberikan. Kalau khusus mengenai

kedisiplinan pegawai belum ada". ( Hasil wawancara 19 April
2013).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak M. Padlan selaku Kasubag
Kepegawaian di Kantor badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
kampung, sebagai berikut ;

"Kalau Kotak saran mengenai Pengaduan Masyarakat seputar

mengenai kedisiplinan Pegawai kami, Kami belum memilikinya".

(Hasil wawancara 19 April 2013).

Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Faktor lain yang
mendukung dan menghambat Implementasi adalah peran serta masyarakat
sebagai elemen yang merasakan dan berhubungan langsung dengan seluruh staff
kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten
Berau ketika mereka membutuhkan pelayanan publik. Kotak saran yang
dikhususkan untuk memantau dan melihat Kedisiplinan Pegawai sangat
dibutuhkan sebagai bahan koreksi ke depan bagi seluruh Pegawai yang ada di

lingkungan Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung

Kabupaten Berau.
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Tabel 4.5
Data Pegawai Negeri Sipil yang Kurang Disiplin
No Nama Keterangan
1 | Istianto Rumah jauh di Teluk Bayur Telat Apel
2 | Ali Sodikin Rumah jauh di Gunung Tabur Telat Apel
3 | Dewi Rumabh jauh di Gunung Tabur
4 | Reni Rumah jauh di Batu Meang
5 | Amir Rumabh jauh di Rinding

Sumber : Kantor BPMPK Berau
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti maka dapat
disimpulkan bahwa :

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Kampung Kabupaten Berau tidak berjalan cukup baik. Masih ada
hal-hal yang menyebabkan kurang lancarnya implementasi ini ditetapkan
namun sosialisasi yang diberikan mengenai peraturan tersebut, baik secara
perorangan maupun berkelompok dalam rapat, untuk perlu terus dilakukan
seminggu. Faktor sumber daya terlihat dari kemampuan serta pendidikan staff
yang cukup serta keterampilan yang diperoleh dari pelatihan dan diklat-diklat
yang diikuti. Sedangkan sarana dan prasarana kerja juga menunjang
kelancaran aktifitas kerja, serta adanya SOP (standard operation procedure)
sebagai bahan acuan dalam menjalankan pekerjaan dan pengambilan
keputusan.

2. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil yang telah diterapkan di Kantor Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Berau antara lain;

a. Jam Masuk Kerja Pegawai yang sebelumnya pukul 09.00 Pagi sampai
dengan Pukul 16.00 Sore sekarang merubah menjadi Pukul 08.00 Pagi

sampai dengan Pukul 16.00 Sore.
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b. Mulai memberlakukan sistem bekerja dengan menggunakan Tupoksi yang
artinya semua pegawai kembali bekerja berdasarkan Tugas pokok dan
fungsinya masing-masing, mengingat sebelumnya Tupoksi tidak
dijalankan sehingga pegawai bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya
tanpa memperhatikan Tugas pokok dan fungsinya dan berakibat pada tidak
ada pelaporan dan tanggung jawabnya menjadi tidak jelas. Dengan
memberlakukan kembali Tupoksi maka Sasaran Kerja Pegawai yang
ditetapkan dapat tercapai.

c. Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun
2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Berau
terdin dari dua (2) faktor yaitu Internal dan Eksternal. Faktor yang berasal
dari Internal adalah adanya sikap pegawai yang menerima dan
menjalankan peraturan tersebut. Sedangkan Faktor Eksternal yang
menunjang adalah adanya dukungan penuh dari pemerintah tingkat
Kabupaten Berau terutama dalam proses komunikasi dan sosialisasi dalam
memberikan pelatihan dan pemaparan mengenai peraturan tersebut serta
koordinasi dan kerjasama yang baik antara pihak kantor Badan dengan
tingkat kabupaten dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah.

d. Terdapat Dua (2) Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Neger Sipil di Kantor
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten
Berau , yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal antara

lain :
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1. Ketersediaan Staff /pelaksana yang jumlahnya masih kurang.

2. Masih ada beberapa Pegawai yang berdomisili di luar Kabupaten
Berau khususnya di Teluk Bayur dan Gunung Tabur, sehingga
terkadang terkendala kondisi cuaca dan jarak dan tidak dapat datang
tepat waktu di kantor.

3. Keterbatasan sarana Fisik ( Ruangan kantor sangat kecil dan terbatas
sehingga belum representatif), serta tidak tersedianya Ruangan

Tunggu bagi Masyarakat yang ingin memperoleh Pelayanan Publik.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan di
atas, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu segera menyusun strategi yang komprehensif dalam menangani
keterbatasan fisik dan menambah jumlah personil serta pengajuan pegawai
agar dapat diterapkan Implementasi peraturan tersebut secara menyeluruh
kepada semua pegawai tanpa harus membedakan status kerja pegawai.

2. Memberikan solusi khususnya kepada pegawai yang berdomisili di luar
kabupaten Berau agar tidak menghambat serta mengganggu jam kerja yang
dapat berimbas kepada menurunnya kualitas pelayanan publik yang otomatis
menurunkan prestasi kerja pegawai, khususnya penyediaan Rumah Dinas.

3. Mengupayakan percepatan realisasi pembangunan gedung baru sehingga
kenyamanan Sarana dan Prasarana yang memadai segera dapat dirasakan
oleh pegawai dan masyarakat.

4. Menam‘bah sarana Informasi dan Komunikasi tidak hanya berupa papan

pengumuman saja, yaitu dengan memanfaatkan Teknologi yang semakin
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canggih pada saat ini seperti membuat website resmi Badan Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintah Kampung Kabupaten Berau yang tidak hanya
dapat diakses oleh pegawai namun oleh seluruh masyarakat Kabupaten Berau.

5. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang tidak hanya terfokus kepada
pelayanan publik tapi lebih khusus lagi kepada Kedisiplinan pegawai sebagai
pelayan publik, sehingga masyarakat ikut dilibatkan sebagai Kontrol Sosial
dengan membuat SMS Centre.

6. Pengawasan dari atasan harus ditingkatkan dalam pelaksanaan implementasi
Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri
Sipil ini.

7. Sebagai alat pendukung perlu ditambahkan insentif agar para pegawai lebih

sejahtera dan lebih memiliki lagi rasa tanggungjawab untuk dapat disiplin.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah

Menimbang

®

tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
keadaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3830);

MEMUTUSKAN: . ..

www.kemenag.go.id
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan
Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan
menghindari larangan yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan dan/atau
peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.

3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan,
atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban
dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin
PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar
jam kerja.

4. Hukuman  disiplin adalah hukuman yang
dijatuhkan kepada PNS karena melanggar
peraturan disiplin PNS.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat
Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan yang mengatur wewenang
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PNS.

6. Upaya . . .

www.kemenag.go.id
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6. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya
berupa keberatan atau banding administratif.

7. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum.

8. Banding administratif adalah upaya administratif
yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas
terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum, kepada Badan Pertimbangan

Kepegawaian.

Pasal 2

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi
calon PNS.

BAB Il
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janiji jabatan;
3.setia . ..

www.kemenag.go.id
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taat sepenuhnya kepada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah;

setia dan

menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS;

mengutamakan  kepentingan negara daripada

kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan;

jujur, tertib,
bersemangat untuk kepentingan negara;

bekerja dengan cermat, dan

melaporkan dengan segera kepada atasannya

apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,

keuangan, dan materiil;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan,;
menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya;

memberikan pelayanan sebaik-batknya kepada
masyarakat;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua . ..

www_kemenag.go.id
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Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4
Setiap PNS dilarang:
1.  menyalahgunakan wewenang;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain;

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain dan/atau lembaga atau

organisasi internasional;

4. Dbekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya masyarakat asing;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya;

9. Dbertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

10. melakukan . ..

www._kemenag.go.id
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10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani;

11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara:

a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan
menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan

mengerahkan PNS lain; dan/atau

d. sebagai peserta kampanye dengan
menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye;
dan/atau

b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota kelharga, dan masyarakat;

14. memberikan dukungan kepada calon anggota

Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara

memberikan surat dukungan disertai foto kopi

Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan

Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-

undangan; dan

15. memberikan . . .
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15. memberikan dukungan kepada calon Kepala

Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk
mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah;

b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan
jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon selama masa kampanye,
dan/atau

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

BAB III
HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5
PNS vyang tidak menaati ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi
hukuman disiplin.

Pasal 6. ..
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Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang
melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.
Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7
(1} Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
a. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenits hukuman disiplin sedang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
(satu} tahun;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun; dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu} tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;

c. pembebasan . . .
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c. pembebasan dari jabatan;

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai
PNS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;

2. menaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;

4. menjunjung . . .
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4. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;

5. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja;

9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:

a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama S (lima) hari
kerja;

b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

c. pernyataan . . .
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c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima

belas) hari kerja;

10. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan  sebaik-baiknya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

11. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

12. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak
sengaja;

13. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilakukan dengan tidak sengaja; dan

14. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

kewajiban:

1. mengucapkan sumpah/janji PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

2. mengucapkan. . .
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2. mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila
pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif
bagi instansi yang bersangkutan,;

4. menaati segala peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan;

S. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagi instansi yang bersangkutan,;

6. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif bagl instansi yang bersangkutan;

7. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

9. bekerja . . .
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9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi
yang bersangkutan;

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1
{satu) tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 16 {enam belas)
sampai dengan 20 (dua puiuh) hari kerja;

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah selama 21 {dua puluh satu)
sampai dengan 25 {dua puluh lima) hari kerja;
dan

c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 1 (satu) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26
(dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga
puluh) hari kerja;

12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,
apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun
hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen)
sampai dengan 50% (lima puluh persen);

13. menggunakan . . .
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13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan sebaik-baiknya  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;

14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 16, apabila pelanggaran
dilakukan dengan sengaja; dan

17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan.

Pasal 10

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat {4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia,
dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;

2. menaati. . .
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2. menaati segala ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif
pada pemerintah dan/atau negara;

3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;

4. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada pemerintah dan/atau negara;

S. mengutamakan kepentingan negara daripada
kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

6. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya
atau menurut perintah harus dirahasiakan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 8,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

7. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan
bersemangat untuk kepentingan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 9,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

8. melaporkan dengan segera kepada atasannya
apabila mengetahui ada hal yang dapat
membahayakan atau merugikan negara atau
Pemerintah  terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiill sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau

negara, 9. masuk
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9. masuk kerja dan menaati ketentuan jam Kkerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11
berupa:

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah
selama 3 (tiga) tahun bagi PNS yang tidak
masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31
(tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh
lima) han kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah bagi PNS vyang
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 36 (tiga puluh enam} sampai
dengan 40 (empat puluh} hari kerja;

c. pembebasan dari jabatan bagi PNS yang
menduduki jabatan struktural atau fungsional
tertentu yang tidak masuk kerja tanpa alasan
yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai
dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri atau pemberhentian tidak
dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang
tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 46 (empat puluh enam]j hari kerja atau
lebih;

10. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12,
apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada
akhir tahun kurang dari 25% {dua puluh lima
perseny);

11. menggunakan . . .
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11. menggunakan dan memelihara barang-barang milik
negara dengan  sebaik-baiknya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara;

12. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 14, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

13. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran
berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negara.

Paragraf 2
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara, secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja;

3. bertindak . . .
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3. Dbertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak
sengaja;

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

5. menghalangi begalannya tugas kedinasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit
kerja.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap

larangan:

1. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,
menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

2. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
instansi yang bersangkutan;

3. bertindak . . .
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3. Dbertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

4. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak vyang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,
apabila pelanggaran berdampak negatif bagi
instansi;

6. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai
pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut partai atau atribut
PNS, sebagai peserta kampanye dengan
mengerahkan PNS lain, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 12 huruf a, huruf b, dan huruf
G

7. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara mengadakan
kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta
pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa
kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan,
seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam
lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka 13 huruf b;

8. memberikan . . .
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8. memberikan dukungan kepada calon anggota
Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara
memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14;
dan

9. memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat
dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada
keberpthakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan
huruf d.

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan:

1. menyalahgunakan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 1;

2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 angka 2;

3.tanpa. ..
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3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

angka 3;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing,
atau lembaga swadaya  masyarakat asing
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;

S. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan,

menyewakan, atau meminjamkan barang-barang
baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau
surat berharga milik negara secara tidak sah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 5,
apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman
sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun
di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk
keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang
secara langsung atau tidak langsung merugikan
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka
6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara;

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu
kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat
dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 angka 7;

8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja
dari siapapun juga yang berhubungan dengan
jabatan dan/atau pekerjaannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 8;

9. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan
suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani
sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

10. menghalangi . . .
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10. menghalangi berjalannya tugas kedinasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11,

apabila pelanggaran berdampak negatif pada
pemerintah dan/atau negara,

11. memberikan dukungan kepada calon
Presiden /Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta
kampanye dengan menggunakan fasilitas negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12
huruf d;

12. memberikan dukungan kepada calon
Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

13. memberikan dukungan kepada calon Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara
menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan
dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat
keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan
atau merugikan salah satu pasangan calon selama
masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 angka 15 huruf b dan hurufc.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10
angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir
tahun berjalan.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempat

Pejabat yang Berwenang Menghukum
Pasal 15

(1) Presiden menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon
I dan jabatan lain yang pengangkatan dan
pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4] huruf b, huruf c,
huruf d, dan hurufe.

(2) Penjatuhan hukuman  disiplin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon [ di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2}, ayat (3}, dan ayat (4);

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2}, ayat (3), dan ayat (4} huruf a, huruf d,
dan huruf e;

4. struktural . ..
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struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);

struktural eselon II di lingkungan instansi
vertikal dan pejabat yang setara yang
berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4);

fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dan huruf e;

struktural eselon III ke bawah, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat {4);
dan

fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan hurufe.

PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang

menduduki jabatan:

1.

struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);

2. fungsional . ..
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2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat {2} dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

4. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf ¢;

PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a;

2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf
G,

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a;

4. struktural eselon Il dan fungsional
tertentu jenjang Madya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3} dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf c;

5. fungsional . . .
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5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat
(4) huruf a;

6. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf c; dan

7. fungsional umum golongan ruang IlI/d ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf c dan ayat (4) huruf a;

PNS yang dipekerjakan ke Iluar instansi

induknya yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;

2. struktural eselon I ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan

3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf ¢;

e. PNS ...
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e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
eselon II ke bawah, jabatan fungsional tertentu
jenjang Utama ke bawah, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah, wuntuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e;

f.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman  disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat {4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2], ayat (3), dan ayat {4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.

(2) Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II, fungsional tertentu
jenjang Madya, dan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/c di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat {2); dan

2. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang IlI/b sampai
dengan IlI/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a
dan huruf b;

b.PNS ...
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu
jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan golongan
ruang IV/c untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon III,
jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang llI/b sampai dengan golongan
ruang llI/d untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(3) Pejabat struktural eselon II dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon IIl, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang 1llI/c dan golongan
ruang IllI/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IIlI/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;

b. PNS. ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
Jabatan fungsional umum golongan ruang Ill/c
dan golongan ruang III/d untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang II/b untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3} huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat struktural eselon II yang atasan
langsungnya:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian; dan

b. Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian,

selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (3} juga
berwenang menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi PNS yang menduduki jabatan
struktural eselon IV ke bawah, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan jabatan fungsional umum golongan ruang III/d
ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3} huruf c.

(5) Pejabat . . .
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(5) Pejabat struktural eselon IIl dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IlI/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang Il/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{3) huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon IV, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang III/b untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

¢. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang
II/b untuk  jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(6) Pejabat . . .
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{6) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:
1. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang Il/a
dan golongan ruang I1/b di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{2); dan

2. fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang ll/a
dan golongan ruang II/b untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yvang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang 1/d untuk hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(7) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I/a sampai dengan
golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

b.PNS . ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2}.

Pasal 17

Kepala Perwakilan Republik Indonesia menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)
dan ayat (4) huruf b dan huruf c.

Pasal 18

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon 1 di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2}, ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2}, ayat (3), dan ayat (4);

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e di lingkungannya
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2}, ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan hurufe;

4. struktural . . .
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4. struktural eselon I dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);

5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat {4) huruf a, huruf
d, dan hurufe;

6. struktural eselon III ke bawah, fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke
bawah di lingkungannya untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4);
dan

7. fungsional umum golongan ruang HI/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ dan ayat (4)
huruf a, huruf d, dan huruf e;

PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang

menduduki jabatan:

1. struktural eselon I untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2);

2. fungsional tertentu jenjang Utama untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;

3. fungsional . . .
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3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

4. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a;

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2}, ayat (3),
dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf
&N

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
{4) huruf a;

4. struktural eselon I dan fungsional
tertentu jenjang Madya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4} huruf
a, huruf b, dan huruf c;

5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang [V/c,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a;

6. struktural . . .
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6. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf
a, huruf b, dan huruf ¢; dan

7. fungsional umum golongan ruang III/d ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf c dan ayat (4) huruf a;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a;

2. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan

3. fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e;

e. PNS yang diperbantukan ke liar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
eselon I ke bawah, jabatan fungsional tertentu
jenjang Utama ke bawah, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e;

f.PNS ...
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f.  PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atan badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3}, dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.

{2) Pejabat struktural eselon 1 menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II, fungsional tertentu
jenjang Madya, dan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/c di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan

2. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang IlI/b sampai
dengan III/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3} huruf a
dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon II, jabatan fungsional tertentu
jenjang Madya, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang IV/a sampai dengan golongan
ruang IV/c, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

c.PNS ...
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon III,
jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang III/b sampai dengan golongan
ruang IlI/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon lIl, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IIlI/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon III, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang IIl/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS . ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon 1V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang IIlI/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat  struktural eselon III menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IlI/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang 1l/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon [V, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang II/c sampai dengan golongan
ruang IlI/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

c. PNS . ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang II/a dan golongan ruang
I1/b, untuk  jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3}
huruf a dan huruf b.

{5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang iI/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan

2. fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d, untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3} huruf a dan huruf
b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya, yang menduduki jabatan
struktural eselon V, jabatan fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang II/a
dan golongan ruang II/b, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2); dan

c. PNS . ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang [/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang [/a sampai dengan
golongan ruang I/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umum golongan ruang [/a sampai
dengan golongan ruang [/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 19

Gubernur selaku wakil Pemerintah menetapkan

penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota dan PNS Daerah
Kabupaten/Kota yang dipekerjakan atau
diperbantukan pada Kabupaten/Kota lain dalam
satu provinsi yang menduduki jabatan Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{(4) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e; dan

b. PNS . ..
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b. PNS Daerah Kabupaten/Kota dari provinsi lain yang
dipekerjakan atau diperbantukan pada
Kabupaten/Kota di provinsinya yang menduduki
jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c.

Pasal 20

(1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah
Kabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman
disiplin bagi:

a. PNS Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki
jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)
huruf a;

2. fungsional tertentu jenjang Utama di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
{4) huruf a, huruf d, dan huruf e;

4. struktural eselon II dan fungsional
tertentu jenjang Madya dan Penyelia di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin  sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

5. fungsional . . .
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5. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/c di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3} dan ayat (4) huruf a, huruf
d, dan hurufe;

6. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4); dan

7. fungsional umum golongan ruang IiI/d ke
bawah di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3} dan ayat (4} huruf
a, huruf d, dan huruf e;

b. PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang
menduduki jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2] dan ayat
(4) huruf b dan huruf c;

3. fungsional umum golongan ruang IV/d
dan golongan ruang IV/e, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

4. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Madya dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan
huruf c;

c. PNS. ..
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c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat (4) huruf a;

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk
jenis  hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3),
dan ayat {4) huruf a, huruf b, dan huruf
c

3. fungsional umum golongan ruang IV/a
sampai dengan golongan ruang IV/e,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a;

4. struktural eselon I dan fungsional
tertentu jenjang Madya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) huruf a, huruf b, dan huruf c;

5. struktural eselon III ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Muda dan
Penyelia ke bawah, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf ¢; dan

6. fungsional umum golongan ruang IlI/c
dan golongan ruang IlI/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat {3) dan ayat {4) huruf

a;

d. PNS . ..

www.kemenag.go.id
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42245 pdf

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II ke bawah dan
fungsional tertentu jenjang Utama ke
bawah wuntuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e; dan

2. fungsional umum golongan ruang IV/e ke
bawah untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan
huruf e;

e. PNS yang diperbantukan ke luar instansi
induknya yang menduduki jabatan struktural
eselon [[ ke bawah dan jabatan fungsional
tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan
fungsional umum golongan IV/e ke bawah,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan
huruf e;

f. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada Perwakilan Republik Indonesia di luar
negeri, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e; dan

g. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan
pada negara lain atau badan internasional,
atau tugas di luar negeri, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf d,
dan huruf e.

(2) Sekretaris . . .
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(2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon II di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2);

2. struktural eselon IIlI, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang Ill/c dan golongan
ruang III/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2}; dan

3. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IlI/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat {3} huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang mendudukt jabatan
struktural eselon IIlI, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang Ill/c
dan golongan ruang IlI/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampai
dengan golongan ruang IlI/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(3) Pejabat . . .

www_kemenag.go.id
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42245 pdf

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -
{3) Pejabat struktural eselon II menetapkan penjatuhan
hukuman disiplin bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon III, fungsional tertentu
jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional
umum golongan ruang III/c dan golongan
ruang IlI/d di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat {2); dan

2. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang Il /c
sampai dengan golongan ruang II/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat {3) huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon 1II, jabatan fungsional
tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang Iill/c
dan golongan ruang III/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon IV,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pertama
dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan
fungsional umum golongan ruang II/c sampat
dengan golongan ruang III/b, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

(4) Pejabat . . .
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{4) Pejabat  struktural eselon 111 menetapkan
penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon IV, fungsional tertentu
jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan,
dan fungsional umum golongan ruang II/c
sampai dengan golongan ruang IlI/b di
lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2); dan

2. struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang lI/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(3) huruf a dan huruf b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon IV, jabatan fungsional
tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana
Lanjutan, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang ll/c sampai dengan golongan
ruang llI/b, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
yang menduduki jabatan struktural eselon V,
jabatan fungsional tertentu jenjang Pelaksana
dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional
umum golongan ruang I1/a dan golongan ruang
11/b, untuk  jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

{5) Pejabat . . .
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(5) Pejabat struktural eselon IV dan pejabat yang
setara menetapkan penjatuhan hukuman disiplin
bagi:
a. PNS yang menduduki jabatan:

1.  struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula,
dan fungsional umum golongan ruang I1/a
dan golongan ruang II/b di lingkungannya,

untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2); dan

2. fungsional umum golongan ruang I/a
sampai dengan golongan ruang I/d, untuk
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf
b;

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
struktural eselon V, fungsional tertentu
jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan
jabatan fungsional umum golongan ruang Il/a
dan golongan ruang Il /b, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat {2}); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya
vang menduduki jabatan fungsional umum
golongan ruang I/a sampai dengan golongan
ruang l/d, untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf a dan huruf b.

(6) Pejabat struktural eselon V dan pejabat yang setara
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional
umum golongan ruang I[/a sampai dengan
golongan ruang 1/d di lingkungannya, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2); dan
b. PNS . ..
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di
lingkungannya yang menduduki jabatan
fungsional umum golongan ruang I/a sampai
dengan golongan ruang I/d, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2}.

Pasal 21

(1} Pejabat yang berwenang menghukum wajib
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut
dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.

(3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang
seharusnya  dijatuhkan kepada PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

(4) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga
menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang
melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 22
Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang

menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman
disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Bagian Kelima . . .
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Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 23

(1} PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan
pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7
(tujuh} han kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

(3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang
bersangkutan  diperiksa tidak hadir, maka
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang
bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

(4) Apabila pada tanggal pemertksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat {3} PNS yang bersangkutan
tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang
menghukum menjatuhkan hukuman disiplin
berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada
tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 24

(1} Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap
atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara pemeriksaan.

(3) Apabila . . .
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(3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk
menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS
tersebut merupakan kewenangan:

a. atasan langsung yang bersangkutan maka
atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan
hukuman disiplin;

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung
tersebut wajib melaporkan secara hierarki
disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 25

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman
hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan,
dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang
ditunjuk.

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 26
Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa

atau pejabat yang berwenang menghukum dapat
meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 27 . ..
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Pasal 27

(1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang
diduga melakukan pelanggaran disiplin dan
kemungkinan akan dijjatuhi hukuman disiplin
tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang
bersangkutan diperiksa.

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman
disiplin.

(3) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan
sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat
yang lebih tinggi.

Pasal 28

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh
pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.

(2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara
pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar
untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

(3) PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi
berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 29 . ..
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(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang
berwenang menghukum menjatuhkan hukuman
disiplin.

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan
pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.

Pasal 30

(1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata
melakukan beberapa pelanggaran disiplin,
terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis
hukuman disiplin yang terberat setelah
mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

(2) PNS yang pernah dijjatuhi hukuman disiplin
kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang
sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman
disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin
terakhir yang pernah dijatuhkan.

(3) PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali
atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

(4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau
diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi
hukuman disiplin yang bukan menjadi
kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala
Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman
disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian
instansi induknya disertai berita acara
pemeriksaan. .

Pasal 31 . ..
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Pasal 31

(1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang
menghukum.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi
terkait.

(3) Penyampaian  keputusan  hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak
keputusan ditetapkan.

(4) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin
tidak hadir pada saat penyampaian keputusan
hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang

bersangkutan.
BAB IV
UPAYA ADMINISTRATIF
Pasal 32

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding

administratif.

Pasal 33

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a. Presiden;

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c;

c. Gubernur. . .
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c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan

e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2),

tidak dapat diajukan upaya administratif.

Pasal 34

(1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3} huruf a dan huruf b yang
dijatuhkan oleh:

a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang
setara ke bawah;

b. Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon II
Kabupaten/Kota ke bawah/Pejabat yang setara
ke bawah;

c. Pejabat struktural eselon 1lI ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan unit dengan
sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat
struktural eselon 1 yang bukan Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan

d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di
lingkungan instansi vertikal dan Kantor
Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan
sebutan lain yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(2) Hukuman . . .
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(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:

a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat {4) huruf d dan huruf e; dan

b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan hurufe.

Pasal 35

(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan
pejabat yang berwenang menghukum dengan
memuat alasan keberatan dan tembusannya
disampatkan kepada pejabat yang berwenang
menghukum.

{2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari,
terhitung mulai tanggal vyang Dbersangkutan
menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 36

(1) Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), harus
memberikan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh PNS yang bersangkutan.

{2) Tanggapan . . .
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(2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat
yang berwenang menghukum, dalam jangka waktu
6 (enam} hari kerja terhitung mulai tanggal yang
bersangkutan menerima tembusan surat keberatan.

(3) Atasan pejabat yang berwenang menghukum wajib
mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan
oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu
21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai
tanggal yang Dbersangkutan menerima surat
keberatan.

{4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum
tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka
atasan pejabat yang berwenang menghukum
mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

(5) Atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat
memanggil dan/atau meminta keterangan dari
pejabat yang berwenang menghukum, PNS yang
djjatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain
yang dianggap perlu.

Pasal 37

(1) Atasan Pejabat yang berwenang menghukum dapat
memperkuat, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan
oleh pejabat yang berwenang menghukum.

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau
pembatalan  hukuman  disiplin  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum.

(3} Keputusan . . .

www.kemenag.go.id
Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42245 pdf

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

(3) Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang
menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersifat final dan mengikat.

(4} Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari
kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
tidak mengambil keputusan atas keberatan maka
keputusan pejabat yang berwenang menghukum
batal demi hukum.

Pasal 38

(1} PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat
mengajukan banding administratif kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian.

(2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur
lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang Badan Pertimbangan
Kepegawaian.

Pasal 39

{1) Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:

a. mengajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka
gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang
bersangkutan tetap melaksanakan tugas;

b. tidak mengajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka
pembayaran gajinya dihentikan terhitung mulai
bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas)
keputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Penentuan . . .
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(2) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan mempertimbangkan dampak terhadap
lingkungan kerja.

Pasal 40
(1) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan
atas upaya administratif, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada
keputusan atas:

a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani
hukuman disiplin dan diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak
kepegawaiannya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. banding administratif, dihentikan pembayaran
gajinya sampai dengan ditetapkannya
keputusan banding administratif.

(3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2} huruf b meninggal dunia,
diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-
hak  kepegawaiannya  berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan
Pejabat yang berwenang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian, tidak diberikan kenaikan pangkat
dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan
ditetapkannya  keputusan yang  mempunyai
kekuatan hukum tetap.

(2} Apabila . . .
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(2) Apabila keputusan pejabat yang berwenang
menghukum dibatalkan maka PNS yang
bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan Kkarena
diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang
mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui
untuk pindah instansi.

BAB V
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 43

Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
a. Presiden;

Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2}, ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf
b, dan huruf c;

c. Gubernur. ..
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c. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf b dan huruf c;

d. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan

e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2},

mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 44

(1} Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
apabila tidak diajukan keberatan maka mulai
berlaku pada hari ke 15 (lima belas] setelah
keputusan hukuman disiplin diterima.

(2) Hukuman disiplin yang dijjatuhkan oleh pejabat
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku
pada tanggal ditetapkannya keputusan atas
keberatan.

Pasal 45

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
pemerintah untuk jenis hukuman  disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding
administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15
(ima belas) setelah keputusan hukuman disiplin

diterima.

(2) Hukuman . . .
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(2) Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
pemerintah  untuk jenis hukuman  disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf
d dan huruf e, apabila diajukan banding
administratif maka mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya keputusan banding administratif.

Pasal 46

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir
pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin
maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima
belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian
keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 47

(1} Keputusan hukuman disiplin wajib
didokumentasikan oleh pejabat pengelola
kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai salah satu bahan penilaian dalam
pembinaan PNS yang bersangkutan.

BAB VI . ..
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

(1) Hukuman disiplin yang telah djatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan sedang
dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan
tetap berlaku.

(2) Keberatan yang diajukan kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian sebelum  berlakunya  Peraturan
Pemerintah ini  diselesaikan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin PNS beserta peraturan

pelaksanaannya.

{3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah
dilakukan pemeriksaan sebelum  berlakunya
Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan
tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

(4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum
dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur
lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 50 . ..
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Pasal 50

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah
dua kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3176), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

3. Ketentuan pelaksanaan mengenai disiplin PNS yang
ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap Dberlaku sepanjang tidak
bertentangan dan belum diubah berdasarkan
Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 51

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal .6 Juni 2010.......

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan
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